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P U T U S A N 

Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Wtp. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara 

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara 

Cerai Gugat antara : 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumatera, 31 Agustus 1975, agama 

Islam, pekerjaan usaha laundry Multi, pendidikan SLTP, tempat 

kediaman di BTN. Puri Indah Permai Blok 1, Kelurahan 

Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, 

sebagai Penggugat; 

M e l a w a n 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paroto, 01 Juli 1970, agama Islam, 

pekerjaan petani, pendidikan SD,  dahulu bertempat kediaman 

di Labuan, Malaysia, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya 

yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai  

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi  di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2021 

telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Wtp. 

tanggal 17 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut : 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah 

pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 1991 sesuai dengan Buku Kutipan 

Akta Nikah Nomor 53/2/X/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, 

tanggal 16 September 1991.  

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah 

tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang 

tua Penggugat di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, 

kemudian di rumah kontrakan bersama di Tawau, Malaysia, namun 

terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama di Labuan, Malaysia, dalam 

keadaan rukun dan harmonis.  

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami 

istri selama 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah lahir 4 

(empat) orang anak yang bernama:    ANAK 1, meninggal dunia,  

 ANAK 2, lahir pada tanggal 30 Juli 1996,ANAK 3, lahir pada 

tanggal 11 September 1999,  ANAK 3, lahir pada tanggal 23 Desember 

2008, Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat. 

4. Bahwa, sejak tahun 1996, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:   

Tergugat sering mempertanyakan uang yang telah diberikan kepada 

Penggugat.  

   Tergugat sering menjual barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan   

Penggugat.  

5. Bahwa, pada bulan Maret 2007, Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, sehingga sejak saat itu 

pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak 

mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 

54/DC-SE/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinnong, 

Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 17 Februari 2021.  

6. Bahwa, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal hingga saat ini telah mencapai 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) 
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bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada 

Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan 

sebagai nafkah Penggugat.  

7. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Penggugat memilih kembali 

kerumah tante Penggugat yang bernama Catra Juni di BTN. Puri Graha 

Permai Blok 1, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, 

Kabupaten Bone.  

8. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat 

lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya 

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama 

Watampone.  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat  (PENGGUGAT). 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Subsider : 

-   Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 
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relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat  yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat:  

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/2/X/1991 yang dikeluarkan 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten 

Bone, tanggal 16 September 1991, bermeterai cukup dan telah sesuai 

dengan aslinya (bukti P1); 

2. 2. Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor 54/DC-SE/II/2021 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten 

Bone, tanggal 17 Februari 2021 bermeterai cukup (bukti P2) ;  

B.Saksi- Saksi. 

      Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing SAKSI XX dan 

SAKSI XXY selengkapnya keterangan saksi tersebut selengkapnya dapat 

dilihat pada berita acara perkara ini. 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap 

mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;  

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal 

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan   gugatan   Penggugat  adalah 

sebagaimana terurai di atas; 
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan kasar terhadap Penggugat 

dan sering menganiaya Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 

dan tidak pernah kembali dan tidak pernah pula mengirim berita sehingga tidak 

diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia; 

Menimbang,  bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan  patut, tidak  datang menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat  untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang,    bahwa    untuk    membuktikan    dalil - dalil    gugatannya 

Penggugat  telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat 

dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat 

adalah suami isteri sah dan telah memiliki hubungan hukum (legal standing) 

untuk mengajukan perkaranya; 

Menimbang, bahwa  saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai 

gugatan Penggugat  adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah  

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat  diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,   bahwa   keterangan   saksi   1   dan   saksi   2   Penggugat 

bersesuaian   dan   cocok   antara   satu   dengan   yang   lain   oleh  karena  itu 

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti 

fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada 

tanggal 28 Agustus 1991 di Kecamatan Sibulue ; 

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 

2 (dua) tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ; 

3. Bahwa  Penggugat  dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

karena Tergugat Tergugat sering mempertanyakan uang yang telah 

diberikan kepada Penggugat ; 

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal awalnya 

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian pergi merantau dan tidak 

diketahu alamatnya ;  

5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, 

Penggugat  tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat; 

6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada 

lagi komunikasi bahkan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas di 

wilayah Republik Indonesia;     

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terikat  perkawinan yang sah dan belum 

pernah becerai; 
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan sejak Maret 2007 yang lalu Tergugat meninggalkan 

Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, dan keduanya tidak 

saling mempedulikan lagi; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak  ada harapan 

untuk rukun kembali sebagai suami istri; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis 

hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah sedemikian rupa sehingga 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974)  dan  atau  keluarga yang  sakinah,  penuh mawaddah 

dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam: 

3. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II halaman 405 sebagai berikut : 

 

 

 له حق لا ظالم فهو يجب مول المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, 

kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim 

dan gugurlah haknya;  

4. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halam 346 sebagai berikut:  

 طـلـقه ضى الـقـا  عـلـيه  طـلـق لزوجـهـا  الـزوجـة  رغـبة  معـد   اشـتدّ   إن  و

Artinya:  Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada 

suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan 

talak satu; 

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  rumah  tangga  yang  telah pecah 

adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini 

dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin 
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yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim 

berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat 

dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan alternatif bagi Penggugat 

dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan 

Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat 

mengenai menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat tehadap Penggugat 

tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh 

karena itu dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan   perundang-undangan  dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

    1.   Menyatakan  Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

  datang menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat  (PENGGUGAT) ;  

4. Membebankan  kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara 

  ini sejumlah  Rp.400.000,00 (empat ratus ribu  rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan 
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dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. 

Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Ernawati.S.H.M.H dan Drs. 

Dasri Akil.S.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di 

atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan 

dibantu oleh  Bintang.S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota, 

 

ttd    

Dra. Hj.Ernawati,S.H.M.H  

Ketua Majelis, 

       

         Drs. H.Muh.Yusuf,HS.S.H. 

Hakim Anggota, 

          tt   

Drs.Dasri Akil.S.H. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

         ttd 

Bintang.S.H. 
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Perincian biaya: 

1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

2.  ATK Perkara : Rp 50.000,00 

3.  Panggilan : Rp 
 

280.000,00 
 

4 
 
5 

PNBP 
 
Redaksi 

 
 
: 

Rp 
 
Rp 

20.000,00 
 

10.000,00 

6
. 

 
Meterai 
 
 

: Rp         10.000,00 

 Jumlah : Rp ..400.000.00 
       ( empat  ratus ribu  rupiah) 

 
                 , 

 untuk salinan sesuai aslinya 

    panitera 

 

 

                Kamaluddin, S.H, M.H 

 

ra, 
in, S.H., M.H. 
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